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ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KERUGIAN YANG
TIMBUL AKIBAT MAKANAN TIDAK LAYAK KONSUMSI DALAM
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

M. RAFFLY VELANASQO

Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan
untuk menjamin pemenuhan hak atas pangan dan peningkatan kualitas gizi
masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan, yang dalam pelaksanaannya
melibatkan kerja sama antara pemerintah dan penyedia makanan sebagai mitra
pelaksana. Dalam praktik penyelenggaraannya, masih ditemukan permasalahan
berupa penyaluran makanan yang tidak layak konsumsi dan menimbulkan kerugian
bagi penerima manfaat, sementara pengaturan hukum yang secara khusus mengatur
pertanggungjawaban perdata belum diatur secara komprehensif dalam satu
peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan
konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum Program
Makan Bergizi Gratis di Indonesia hingga saat ini belum diatur secara komprehensif
dalam satu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur
keseluruhan aspek penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis akan tetapi
secara implisit ada diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang
tersusun secara hierarkis, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan sebagai dasar pengaturan pangan secara nasional, Peraturan Pemerintah
Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan sebagai pengaturan teknis di
tingkat pelaksanaan, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan
Gizi Nasional. Selain itu, pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang timbul
akibat makanan tidak layak konsumsi dalam Program Makan Bergizi Gratis dapat
dibebankan kepada penyedia makanan sebagai mitra pemerintah melalui
mekanisme perbuatan melawan hukum. Meskipun penerima manfaat tidak
memiliki hubungan kontraktual secara langsung dengan penyedia makanan,
kewajiban hukum untuk menjamin keamanan dan kelayakan pangan tetap melekat
pada penyedia makanan sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan penyaluran
makanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan Pasal 87.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis, Pertanggungjawaban Perdata,
Makanan Tidak Layak Konsumsi
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ABSTRACT

CIVIL LIABILITY FOR LOSSES ARISING FROM UNFIT FOOD IN THE
FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM IN INDONESIA

M. RAFFLY VELANASQO

The Free Nutritious Meal Program is a government policv aimed at ensuring the
Sulfillment of the right to food and improving the nutritional quality of the
community, particularly for vulnerable groups, and its implementation involves
cooperation between the government and food providers as implementing partners.
In practice, however, problems have arisen in the form of the distribution of food
that is unfit for consumption and causes losses to beneficiaries, while legal
regulations that specifically govern civil liability for such conditions have not yet
been comprehensively regulated in a single statutory framework. This study
employs a normative legal research method using statutory and conceptual
approaches through library research on primarv and secondary legal materials.
The results of the study indicate that the legal regulation of the Free Nutritious
Meal Program in Indonesia has not yet been comprehensively regulated in a single
statute that specifically governs all aspects of its implementation, but is implicitly
regulated through several hierarchically structured laws and regulations, namely
Law Number 18 of 2012 on Food as the basis of national food regulation,
Government Regulation Number 86 of 2019 on Food Safety as technical regulation
at the implementation level, and Presidential Regulation Number 83 of 2024
concerning the National Nutrition Agency. Furthermore, civil liability for losses
arising from the distribution of food unfit for consumption within the Free
Nutritious Meal Program may be imposed on food providers as government
partners through the mechanism of unlawful acts. Although beneficiaries do not
have a direct contractual relationship with food providers, the legal obligation to
ensure food safety and suitability remains attached to food providers as parties
responsible for food distribution activities as stipulated in Law Number 18 of 2012
on Food, particularly Article 87

Keywords : Free Nutritious Meal Program, Civil Liability, Unfit Food
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kekurangan gizi adalah hal yang sangat berbahaya terjadi pada kesehatan
anak dan penghambat perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas.*
Pemenuhan gizi yang baik telah dijamin oleh konstitusi dan universal sebagai
bentuk integral hak asasi manusia, dimana secara konkrit termuat pada
Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 24 tentang hak anak
atas standar kesehatan tertinggi, dimana dalam pasal tersebut menyebutkan
bahwa anak-anak berhak mendapatkan makanan bergizi.? Selain itu, Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 25 juga
menjelaskan secara jelas bahwa ibu dan anak mendapatkan bantuan khusus,
berdasarkan hal tersebut maka dunia sepakat bahwa Kesehatan anak adalah hak
asasi mereka dan dilindungi hak atas kesehatannya.® Di Indonesia setiap
manusia berhak untuk sejahtera rohani maupun jasmani, memiliki tempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan vyang layak serta kualitas
penyelenggaraan layanan kesehatan secara baik yang tertuang dalam Pasal

28H (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.%

! Dimas Joyo Kusumo, Raka Mahendra, and Laura Estevania, “Hak Warga Negara Dan

Permasalahan Stunting Di Indonesia,” Jurnal UNS 02, no. 04 (2023): 308-15.

2 Mei Sumantri Riyanto, Ontran. dan Rianita Elfrida Sinaga, “Penegakan Hak Anak Atas

Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau
Dari Tanggung Jawab Negara,” JURIS HUMANINTY: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi
Manusia, no. 2 (2025): 16786, https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.84.

3 Kusumo, Mahendra, and Estevania, “Hak Warga Negara Dan Permasalahan Stunting Di

Indonesia.”

4 Kusumo, Mahendra, and Estevania.



Sehingga negara memiliki suatu keharusan untuk melindungi serta
memerhatikan hak-hak tersebut terpenuhi bagi anak-anak maupun ibu.Sebagai
perwujudan tugas negara, Presiden Prabowo Subianto dan Waki Presiden
Gibran Rakabuming Raka membuat suatu program yaitu Makan Bergizi Gratis
(MBG), sebagaimana program tersebut yang telah dijanjikan semasa
kampanye. Diharapkan adanya program makan bergizi gratis tersebut untuk
memberikan makanan bergizi gratis guna mencegah stunting sehingga
meningkatkan partisipasi sekolah dikalangan keluarga kurang mampu, serta
kebersihan dan kesehatan adalah aspek yang sangat penting bagi kehidupan
sehari hari. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan penyiapan
generasi yang cerdas, sehat, dapat bersaing serta membantu kenaikan ekonomi
Indonesia dimasa yang akan datang demi mewujudkan visi Indonesia Emas
2045.° Landasan kebijakan program MBG dapat ditemukan dalam berbagai
regulasi, antara lain Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan
Gizi Nasional, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan
Pangan Nasional, serta Surat Keputusan Deputi BGN Nomor 2 Tahun 2024
tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program
MBG Tahun Anggaran 2025.

Namun demikian, meski niat dan tujuan program makan bergizi gratis
tersebut sangat ambisius dan penuh harapan, dalam pelaksaan program makan

bergizi gratis ini terdapat berbagai persoalan terkait kualitas dan keamanan

5 Dinda Tri Ayuni, “Dilema Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Pada Siswa,”
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin limu Sosial 8, no. 8 (2025): 2025.



makanan yang diterima.® Persoalan yang terjadi memicu protes dan amarah
masyarakat, persoalan yang timbul adalah sejumlah penerima program makan
bergizi gratis mengalami gejala keracunan dikarenakan penyajian makanan
tidak layak konsumsi.’ Beberapa kali terjadi kasus makanan tidak layak
konsumsi yang menimbulkan kerugian bagi penerima manfaat. Misalnya
beberapa insiden yang dilaporkan media antara lain: kejadian di Kota
Palembang (SDN 178) pada 25 September 2025 yang menyebabkan puluhan
siswa menderita mual dan muntah,® insiden besar di Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir (PALI) pada 5 Mei 2025 yang menimpa ratusan pelajar dan
mengakibatkan penghentian sementara distribusi makanan untuk evaluasi,®
gelombang keracunan di Bandung Barat (termasuk Kecamatan Cipongkor)
pada 22-24 September 2025 yang mempengaruhi ratusan hingga lebih dari
empat ratus pelajar,*° kejadian di Kebumen, Jawa Tengah (26 September 2025)

di mana ratusan siswa dilaporkan mengalami gejala gangguan pencernaan

® Kelvin Felix et al., “Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis Dalam Tinjauan
Hukum Kemasyarkatan Dan Aspek Negara Berkembang,” JPIM: Jurnal Penelitian lImiah
Multidisipliner 01, no. 04 (2025): 1329-42,
https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/534.

7 Rizky Fauziah, “Analisis Jaringan Komunikasi (Social Network Analysis) Program MBG
Indonesia Rizky,” Journal of Science and Social Research 11, no. 1 (2025): 1-14.

8 Welly Jasrial Tanjung, “Dinkes Tunggu Hasil Uji BPOM Buntut Siswa SDN 178
Palembang Keracunan MBG,” DetikSumbagsel, 2025, https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-
8130777/dinkes-tunggu-hasil-uji-bpom-buntut-siswa-sdn-178-palembang-keracunan-mbg.

® Eko Prasetyo, “BGN Beberkan Kronologi Dugaan Keracunan MBG Di PALI, lkan
Sempat Dibekukan Dan Diolah Setengah Matang,” Kantor Berita: RMOLSUMSEL, 2025,
https://www.rmolsumsel.id/bgn-beberkan-kronologi-dugaan-keracunan-mbg-di-pali-ikan-sempat-
dibekukan-dan-diolah-setengah-matang.

10 Bbc Team, “Lebih Dari 1.000 Siswa Di Bandung Barat Diduga Keracunan MBG —  Anak
Saya Kejang-Kejang, Sesak Nafas,” BBC NEWS INDONESIA, 2025,
https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0r09x2j7zpo.



setelah menyantap MBG,*! serta dugaan keracunan di Jonggol, Kabupaten
Bogor (26 September 2025) yang mengakibatkan sejumlah siswa mendapatkan
perawatan medis.?

Mempertahankan kebersihan merupakan ajaran yang sangat dianjurkan
dalam agama Islam,®® karena kebersihan menjadi bagian dari keimanan dan
mencerminkan tanggung jawab moral setiap individu. Namun, dalam
pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, aspek kebersihan makanan masih
menjadi sorotan, mengingat adanya sejumlah kasus yang menimbulkan
pertanyaan mengenai kelayakan dan keamanan pangan yang disajikan. Dalam
perspektif hukum perdata, permasalahan ini berkaitan erat dengan konsep
perikatan, yang pada dasarnya lahir dari perjanjian antara pemerintah sebagai
pihak pemberi tugas dan penyedia makanan (catering) sebagai pelaksana.*
Oleh karena itu, penyedia makanan memiliki kewajiban hukum untuk menjaga
kebersihan dan mutu makanan yang disajikan dalam program tersebut, guna
mencegah timbulnya kerugian bagi penerima manfaat.

Disisi lain, payung hukum masih menjadi persoalan tersendiri. Hingga saat

ini belum ada undang-undang yang secara tegas dan komprehensif menjaga

1 Rinto Heksantoro, “Ratusan Siswa Kebumen Mual Hingga Diare Usai Santap MBG,
Diduga Keracunan,” Detiknews, 2025, https://news.detik.com/berita/d-8131811/ratusan-siswa-
kebumen-mual-hingga-diare-usai-santap-mbg-diduga-keracunan.

12 Rizky Adha Mahendra, “4 Siswa SMP Di Jonggol Bogor Diduga Keracunan Menu
Makan Bergizi Gratis,” DetikNews, 2025, https://news.detik.com/berita/d-8131586/4-siswa-smp-di-
jonggol-bogor-diduga-keracunan-menu-makan-bergizi-gratis.

18 Khalisah Hayatuddin et al., “Mewujudkan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Sehat
Bagi Masyarakat Perspektif Islam Dan Hukum Lingkungan,” Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum
3, no. 1 (2025): 258-65, https://ojs.um-palembang.ac.id/JPH/index.

4 Buyung Kharisma, Khalisah Hayatuddin, and Mulyadi Tanzili, “Kebebasan Berkontrak
Dan Prinsip Keadilan Perjanjian Leasing Dalam Perspektif Hukum Perdata,” LEX STRICTA: Jurnal
limu Hukum 4 (2025): 22136, https://doi.org/https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4il1.1499.



mutu mengenai program Makan Bergizi Gratis, baik mengenai
penyelenggaraan, mekanisme pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban
apabila terjadi masalah.'® Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, memang
belum ditemukan regulasi yang jelas dan tegas mengenai program tersebut.
Kondisi seperti ini yang membuat kegelisahan untuk mengangkat topik
penelitian ini, khususnya dalam menelaah aspek pertanggungjawaban perdata
atas kerugian yang mungkin timbul akibat penyajian makanan tidak layak
konsumsi dalam program Makan Bergizi Gratis.

Hal ini menimbulkan urgensi akademik untuk meneliti lebih jauh.
Penelitian ini penting karena adanya kekosongan hukum yang jelas dalam
konteks MBG. Di satu sisi, program ini merupakan kebijakan nasional yang
besar dan menyentuh jutaan masyarakat. Di sisi lain, regulasi mengenai aspek
tanggung jawab hukum, terutama pertanggungjawaban perdata, masih lemah
dan belum terumuskan secara tegas. Diharapkan penelitian ini akan menjawab
kegelisahan dan memberikan manfaat dalam mengidentifikasi kerangka
pengaturan yang ada sekaligus menilai celah regulasi yang belum terjawab.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus pada penelitian ini terbagi menjadi dua,
yaitu: pertama, mengidentifikasi pengaturan hukum mengenai program Makan
Bergizi Gratis di Indonesia; dan kedua, menganalisis bentuk
pertanggungjawaban perdata dari pihak penyedia makanan apabila makanan

yang disalurkan tidak layak konsumsi dan menimbulkan kerugian bagi

15 Tkka Febryanti et al., “Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi
Kasus Pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang),” Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik 7,
no. 1 (2025): 67-079, https://doi.org/10.14710/dialogue.v7il1.26628.



konsumen. Dengan fokus ini, penelitian diharapkan dapat memberikan

kontribusi baik bagi pengembangan ilmu hukum perdata maupun bagi praktik

penyelenggaraan program MBG di masa yang akan datang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan program Makan Bergizi Gratis di wilayah
Indonesia?

2. Bagaimana pertanggungjawaban perdata pihak penyedia makanan dalam
program makan bergizi gratis apabila makanan yang disalurkan tidak layak
konsumsi dan menimbulkan kerugian?

Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian ini memiliki tujuan agar membatasi dan

mempertahankan pokok bahasan agar tetap terarah dan relevan dengan

permasalahan yang dikaji. Penelitian ini menitikberatkan pada pengaturan
hukum dan pertanggungjawaban perdata penyedia makanan dalam Program

Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila makanan yang disalurkan tidak layak

konsumsi dan menimbulkan kerugian bagi penerima manfaat. Kajian dilakukan

secara normatif, dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Pangan, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Program

Makan Bergizi Gratis. Penelitian ini dibatasi pada aspek hukum perdata dengan

periode pembahasan antara tahun 2020 hingga 2025, serta menjadikan

beberapa kasus aktual sebagai ilustrasi faktual untuk memperkuat analisis.



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengindentifikasi dan

menjelaskan sebagai berikut:

a.

b.

Pengaturan program Makan Bergizi Gratis diwiliayah Indonesia.
Pertanggungjawaban perdata pihak penyedia makanan dalam program
makan bergizi gratis apabila makanan yang disalurkan tidak layak

konsumsi dan menimbulkan kerugian konsumen.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam

upaya pemecahan permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat.

Sejalan dengan itu, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat

dijabarkan sebagai berikut:

a.

Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam
penerapan prinsip pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul
akibat kelalaian penyedia makanan dalam program sosial pemerintah.
Penelitian ini juga memperkaya kajian hukum perlindungan konsumen
dan hukum pangan dengan menyoroti bagaimana konsep tanggung
jawab perdata diterapkan dalam konteks program Makan Bergizi Gratis
(MBG) di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat

menjadi referensi akademik dalam memahami hubungan antara



tanggung jawab hukum, keselamatan konsumen, dan kewajiban negara
dalam menjamin hak atas pangan yang layak.

Manfaat Praktis

Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan
masukan dan pemahaman pada pemerintah, stakeholder, pembuat
kebijakan, dan masyarakat terkait kedudukan atau perkembangan
tentang program Makan Bergizi Gratis khususnya jika terjadi persoalan
di kemudian hari. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat
membantu meminimalisir risiko keracunan makanan dan melindungi

hak masyarakat sebagai penerima manfaat program.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah Kumpulan konsep teori, dan pemikiran yang

digunakan peneliti untuk menjabarkan, memahami, dan mengkaji suatu

permasalahan yang diteliti. Yang berguna sebagai landasan atau arah berpikir

yang menghubungkan teori-teori yang telah ada dengan pokok yang dibahas

dan menjadi fokus penelitian dengan memberikan pengertian Batasan yang

berhubungan yaitu sebagai berikut :

1.

Pertanggungjawaban perdata

Merupakan istilah yang digunakan dalam hukum perdata, yang mana
tanggung jawab adalah kesiapan seseorang untuk menerima prestasi
(kewajiban) yang diajukan kepadanya, siapa pun yang menjalin
perjanjian dengan orang lain, maka bertanggung jawab akan klaim

tersebut, baik yang timbul akan wanprestasi maupun perbuatan



melawan hukum. Karena tanggung jawab ini berasal dari kontrak atau
perjanjian  maka tanggung jawab ini  dikenal  dengan
pertanggungjawaban perdata.®

2. Kerugian
Kerugian merupakan hilangnya suatu hak, berkurangnya harta, atau
timbulnya penderitaan baik secara materiil maupun immateriil yang
dialami oleh seseorang akibat perbuatan pihak lain. Dalam penelitian
ini, kerugian dimaknai sebagai akibat negatif yang dialami oleh
penerima manfaat program makan bergizi gratis, baik dalam bentuk
gangguan kesehatan maupun kerugian ekonomi, akibat mengonsumsi
makanan yang tidak layak.!’

3. Akibat
Akibat adalah suatu hal yang terbentuk karena terjadinya suatu
perbuatan, Tindakan, atau peristiwa yang menimbulkan perubahan
terhadap keadaan sebelumnya. Dalam perspektif hukum perdata,
“akibat” memiliki keterkaitan erat dengan prinsip kausalitas, yaitu
hubungan sebab-akibat (causal verband) antara perbuatan dengan

kerugian yang terjadi.

18 Dwi Alfianto, Ali Rido, and Geraldo Valento Wijaya, “Pertanggungjawaban Perdata Dan
Tanggung Gugat Dalam,” Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan
4, no. 6 (2024), https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.986.

17 Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, and Rifana Zainudin, “Implementasi
Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
Indonesia,” Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 2, no. 1 (2022): 1-10,
https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350.
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4. Makanan tidak layak konsumsi
Makanan tidak layak konsumsi adalah makanan yang tidak memenuhi
standar keamanan pangan, baik karena mengandung bahan berbahaya,
telah rusak, kedaluwarsa, atau tidak memenuhi ketentuan gizi dan
kebersihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam penelitian ini, istilah tersebut
mencakup segala jenis makanan yang disajikan dalam program makan
bergizi gratis yang tidak sesuai dengan ketentuan keamanan dan
kesehatan pangan.'®

5. Makan Bergizi Gratis
Program makan bergizi gratis adalah program pemerintah yang menjadi
inisiatif pemerintah untuk mencegah kekurangan gizi yang
mengakibatkan gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis. Yang

mana program ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN)*®

F. Review Studi Yang Relevan
Table 1.1 Review Studi Terdahulu

No. | Nama Peneliti Judul & Tahun Hasil Penelitian
1. | Rif’iy DAMPAK menjelaskan bagaimana
Qomarrullah, JANGKA program makan bergizi
PANJANG gratis (MBG) menjadi
Suratni, PROGRAM harapan terhadap
MAKAN BERGIZI | kesehatan dan
Lestari GRATIS pendidikan anak-anak
Wulandari, TERHADAP sekolah di daerah

18 Kartina Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah Pakpahan, and Tommy Leonard, “Upaya
Pencegahan Peredaran Produk Hortikultura Tidaksesuai Standar Mutu Dan/Atau Keamanan
Pangan,” Jurnal Interpretasi Hukum 4, no. 3 (2023): 672-81,
https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.8224.672-681.

19 Afdan Rojabi, MITRA BGN: Syarat, Cara Daftar Online, Dan Kunci Lolos Verifikasi
Program Makan Bergizi Gratis (Bogor: Badan Gizi Nasional, 2025).
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Muhammad
Sawir.

KESEHATAN DAN
KEBERLANJUTAN
PENDIDIKAN
(Jurnal tahun 2025)

tertentu. Penelitian ini
mengungkapkan bahwa
program MBG dapat
menurunkan tingkat
gangguan pertumbuhan
dan kekurangan gizi,
serta meningkatkan
kehadiran sekolah dan
capaian akademik.
Meskipun hasil
penelitian ini lebih
berfokus pada dampak
sosial-ekonomi, temuan
tersebut relevan karena
dapat digunakan untuk
menggambarkan potensi
efek program MBG
terhadap kondisi gizi
masyarakat secara lebih
luas.

Maryani,
Halida Zia,

Mario Agusta

Pertanggungjawaban
Pelaku Usaha
Catering Terhadap
Konsumen Yang
Keracunan
Berdasarkan
Perspektif Undang-
Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang
Perlindungan
Konsumen
Diindonesia (Jurnal
tahun 2023)

Menjelaskan bagaimana
pelaku usaha catering
bertanggung jawab atas
kerugian yang diderita
oleh konsumen yang
mengalami keracunan
makanan. Penelitian ini
mengkaji tanggung
jawab pelaku usaha
dalam hal keamanan
pangan dan kewajiban
untuk memberikan
informasi yang jelas dan
lengkap terkait bahan
makanan yang
digunakan, termasuk
tanggal kadaluarsa.
Penelitian ini relevan
dengan penelitian saya
karena membahas
tanggung jawab hukum
penyedia makanan yang
juga dapat diterapkan
dalam konteks Program
Makan Bergizi Gratis
(MBG) dijual.
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Kesimpulan

Kesimpulan Hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu
menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen di bidang pangan
masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama pada aspek pengawasan dan
implementasi aturan. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa meskipun terdapat
dasar hukum seperti Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, konsumen tetap rentan mengalami kerugian akibat makanan
kadaluwarsa, produk berbahaya, maupun jasa catering yang lalai.

Dalam konteks program Makan Bergizi Gratis, studi terdahulu memberikan
gambaran bahwa program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan
kesehatan dan keberlanjutan pendidikan, namun risiko kerugian akibat makanan
tidak layak konsumsi juga nyata. Oleh karena itu, aspek pertanggungjawaban
perdata menjadi penting untuk dianalisis guna memastikan perlindungan penerima

manfaat terlaksana secara efektif.

G. Metode Penelitian
Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan tindakan yang
didasarkan pada disiplin ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan,
mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta dan hubungan di
bidang hukum dan di bidang yang berkaitan dengan dunia hukum. Penelitian
ilmu hukum juga bertujuan mengembangkan pengetahuan yang diperoleh
berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari penelitian. Prinsip-prinsip ilmu

pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk memahami berbagai hubungan dan
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fakta tersebut.? Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian

ini:

. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pemeriksaan hukum normatif yang
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). pendalaman hukum normatif
dipilih karena fokus utamanya adalah mengkaji aturan hukum positif yang
berlaku, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan
pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang timbul akibat makanan tidak
layak konsumsi dalam Program Makan Bergizi Gratis.
. Sumber Data
a. Bahan hukum primer
Dalam penelitian ini, bahan hukum primer diperoleh melalui berbagai
instrument hukum nasional, diantaranya Undang-Undang 1945 sebagai
dasar konstitusional, KUHPerdata sebagai rujukan hukum perdata, Undang-
Undang Pangan Tahun 2012, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun
2024 yang memuat ketentuan mengenai Program Makan Bergizi Gratis.
b. Bahan hukum sekunder
Merupakan bahan hukum berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian,
artikel, dan dokumen akademik lain yang relevan dengan perlindungan
penerima manfaat, pertanggungjawaban perdata, serta program pemenuhan

gizi. mendokumentasikan kasus yang relevan

20 Ali, Zainuddin. Metode penelitian hukum. Sinar Grafika, 2021.him 18
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c. Bahan hukum tersier
Berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan penunjang lainnya untuk
memperkuat pemahaman istilah maupun konsep.
. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library
research) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur hukum,
jurnal, maupun penelitian terdahulu. Selain itu, penulis juga akan
menggunakan data empiris berupa pemberitaan kasus keracunan akibat
program Makan Bergizi Gratis sebagai ilustrasi faktual untuk mendukung

analisis.

. Analisis Data

Penulis menerapkan pendekatan yuridis normatif dalam proses analisis data.
Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan dan menelaah ketentuan hukum
yang berlaku, meliputi undang-undang, peraturan, serta berbagai dokumen
hukum terkait.
. Sistematika Penulisan
BAB | : Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
kerangka konseptual, review studi yang relevan, metode penelitian,
dan sistematika penulisan.
BAB Il : Tinjauan Pustaka
Menguraikan landasan teori dan konsep-konsep yang berisi kajian

teoritis dan konseptual yang relevan dengan penelitian, termasuk



BAB |11

BAB IV
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pembahasan mengenai tanggung jawab perdata dan pidana,
makanan sehat dan bergizi, serta pengaturan hukum terkait
keamanan pangan dan perlindungan hukum berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHPerdata, dan

Undang-Undang Pangan.

: Pembahasan

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian yang dilakukan,
termasuk identifikasi dan analisis terhadap pengaturan hukum
program Makan Bergizi Gratis, serta bentuk pertanggungjawaban
perdata penyedia makanan apabila terjadi kerugian akibat makanan

tidak layak konsumsi.

: Penutup

Pada bab ini, akan berisi dua sub-bab, yaitu tentang kesimpulan dan

saran.
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